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ABSTRAK 

Terbatasnyai kesediaani sektori energii dalami pengelolaani Penerangani Jalani Umumi (PJU) inii 

yangi sangati borosi dan membutuhkani biayai cukupi besari. Dalami hali ini Energyi Service is 

Companyi (ESCO) sebagaii perusahaani pihaki swastai hadiri untuki imenanggulangii dalam 

permasalahani tersebuti untuki mengefisiensii ataui menghemati biayai dalami pengelolaan 

Penerangani Jalan Umum (PJU) yaitu, dengani cara bekerjasamai dengani Pemerintahi daerah 

dengani membuati perjanjiani kontraki kerjasamai agari keduai belahi pihak menemukani 

kesepakatan, menimbulkani haki dan kewajibani dani sebagaii buktii kekuatan\i hukumi yangi 

mengikati para pihak\ agari meminimalisiri terhindari darii resikoi yangi tidaki diinginkani olehi 

pelakui yangi membuati perjianjian. Kadangi kalai kontraki yangi dibuati selalui ada sajai 

menimbulkani kerugiani dani terjadii permasalahan. Makai dari itu pihaki yang merasai dirugikani 

menggugati ke Pengadilani atas dasar wanprestasi. 

Kata Kunci : Penerangani Jalani Umum (PJU), Energyi Servicesi Company (ESCO), 

Pemerintahi daerah, Kontrak. 

  

 

 

ABSTRAK 

The limitedi willingnessi ofi thei energyi sector in managingi Public Streeti Lightingi is veryi 

wastefuli andi requiresi considerablei costs. In this casei the Energyi Servicesi Companyi (ESCO) 

as a privatei companyi is presenti to overcomei these problemsi in orderi to streamlinei or savei 

costsi in the managementi of Publici Streeti Lighting, thati is, by collaboratingi withi the 

Regionali Governmenti by makingi cooperationi contracti agreementsi so that both partiesi find 

agreement, givingi rise to rights and obligationsi and as evidencei of the strengthi of the lawi 
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that bindsi thei partiesi to minimizei the risk of beingi unwantedi byi the actor makingi the 

agreement. Sometimesi contract s thati arei madei alwaysi existi causei lossesi and problemsi 

occur. Therefore, thosei whoi feel aggrievedi suedi the Courti on thei basis of default. 

Keywords: Publici Streeti Lighting (PJU), Energyi Servicesi Company (ESCO), Regionali 

Government, Contract. 

Pendahuluan  

Latar Belakang Masalah 

 Kontraki berasali darii bahasai Inggris, yaitu icontracts. Sedangkani bahasai 

Belanda, disebut i dengan i overeenkomst (perjanjian) yaitu  i hubungani hukumi antarai 

kedua i belah i pihak i yang i saling i mengikatkan i dirinya i terhadap i suatu i pemenuhan i janji i 

atau i prestasi i dan i dapat i menimbulkan i hukum i berupa i hak i dan i kewajiban i kedua i belah i 

pihak.1 Hukumi kontraki di Indonesiai masihi menggunakani Peraturani Pemerintahi 

Kolonial i Belanda i yang i terdapat i dalam i Buku i III BW  yang i menganut i sistem i terbuka i 

(open system), artinya i bahwa i para i pihak i bebas i mengadakan i kontrak i dengan i siapapun, 

yang i menentukan i syarat-syaratnya,  pelaksanaanya, sampai i dengani bentuki kontraknya2. 

Pada i asasnya i kebebasan i berkontrak i menurut i Pasal 1338 BW memberikan  i kebebasan i 

kepada i para i pihak i untuk :  

a. Membuat i atau i tidak i membuat i perjanjian;  

b. Mengadakan i perjanjian i dengan i siapapun;  

c. Menentukan i isi i perjanjian, pelaksanaan, dan prasayaratannya; 

d. Menentukan i bentuknya i perjanjian, yaitu i tertulis i dan lisan.  

Menurut i Pasal i 1319 BW perjanjian i dibedakan i menjadi i 2 macam i yaitu : 

Perjanjian i bernama i (noominat)  yaitu i jual i beli, tukar i menukar, sewa i menyewa i 

dan i isebagianya, dan  perjanjian i tidak i bernama i (innominaat) yaitu i sewa i guna i usaha, 

kontrak i ikarya, keagenan i dan i sebagainya. Namun i yang i ditekankan i oleh i penulis i ialah i 

perjanjian i tidak i bernama i merupakan i perjanjian i yang i timbul , tumbuh, berkembang.3 

Dalam i hal i ini i perjanjian i pengadaani barangi dan jasa i  telah i ada i sebagai i bagian i dari i 

proses i pembangunani pemerintahani negarai maupuni daerahi yangi telahi diprogramkani 

                                                           
1 1 Peteri Mahmudi Marzuki, “Batas-Batasi Kebebasani Berkontrak” Yuridika, Vol 18 No.3 Mei 2003,  h. 

196.  

 
2 Salim H. S, Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 9.  
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3 Ibid  h. 47 



oleh i pemerintah i sebagai i etos i kerjanya i untuk i memacui perkembangani potensii inegara. 

Hukumi Perdatai  puni jugai mengaturi hubungani antarai penyediai barangi jasai dani 

penggunai barangi dani jasai sejaki penandatanganani kontraki sampaii dengani berakhirnyai 

kontraki pengadaani barangi dani jasa. Padai umumnyai mengenaii pengadaani barangi dani 

jasai diatur dalami Pasali 1601 BW dani diaturi secarai khususi dalami Peraturani Presideni 

terbarui yaitui Peraturani Presideni No. 16 Tahuni 2018 tentangi Pengadaani Barangi dani 

Jasa iPemerintah, sehinggai segalai kegiatani pengadiaani barangi dani jasai diaturi dalami 

Peraturani Pemerintahi ini.  

Pengadaani barangi dani jasai yangi dilakukani olehi Pemerintahi dalami menjalankani 

fungsii kegiatani penyelenggaraani negara. Dalami hali inii Pemerintahi melibatkani dirii kei 

dalami suatui hubungani kontraktuali dengan i sektor i swasta yakni dengan mengikatkan diri 

ke i dalami suatui kontraki pengadaani barangi dani jasa. Hubungani kontraktuali yangi 

dibentuki olehi Pemerintahi itui jugai terkaiti dengani kewajibannyai untuki menyediakan, 

membanguni dan memeliharai fasilitasi umumi (public utility).4 Padai hakikatnyai 

pengadaani barangi dani jasai ialahi upayai pihak i penggunai yaitui Pemerintahi daerahi untuki 

mendapatkani ataui mewujudkani barangi dani jasai yangi diinginkani darii pihaki penyediai 

yaitui badani usahai swasta, dengani menggunakani metodei dan prosesi tertentui agari 

dicapaii kesepakatani harga, waktu, dan kesepakatani lainnya.5 

Agari hakikati pengadaani barangi dani jasai tersebuti dapati dilaksanakani 

sebaikbaiknya, makai keduai belahi pihaki yaitui pihaki penggunai dan penyediai haruslahi 

selalui berpatokani padai isii kontraki barangi dan jasa, tunduki padai etikai dan normai 

pengadaani barangi dani jasai yangi berlaku, mengikutii prinsip-prinsip, metodei dani prosesi 

pengadaani barangi dan jasai yangi berlaku.6 Dalami hal pembangunani negarai sangati 

identiki dengani saranai prasaranai olehi Pemerintahi pusati maupuni Pemerintahi daerahi 

gunai kepentingani penyelenggaraani Pemerintahani dani jugai untuki kepentingani 

rakyatnya. Hali inii merupakani prosesi penyediaani infrastrukturi yangi wajibi dibutuhkani 

untuki meningkatkani dayai saingi ekonomii negarai itui sendirii dan untuki kesejahteraani 

publik.  

                                                           
4 Colin Turpin, Governmenti Contracts, Penguini Books, Harmonds, 1972, p. 9. 
5 Adrian Sutedi,  Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dan  Berbagai Permasalahannya ,  Jakarta: 

Sinar Grafika, 2008,  h. 3. 
6 Ibid, h. 3  i  i 
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Di berbagaii negarai laini termasuki Indonesia, penyediaani infrastrukturi dalami 

sektori energii ini sangati berpengaruhi salahi satunyai penyediaani barangi dan jasai dalami 

Penerangani Jalani Umumi (PJU). Tatkalai dikeluarkannyai Peraturani Menterii Energii dan 

Sumberi Dayai Airi Minerali No. 13i Tahuni 2012 tentangi Penghematani pemakaiani tenagai 

listriki yangi mengharuskani seluruhi pemerintahi pusat, pemerintahi daerah, Badani Usahai 

Miliki Niegara (BUMN), Badani Usahai Miliki Daerahi (BUMD) mengharuskani untuki 

melakukani penghematani sumberi energii dani air. 

Akhir-akhir inii seringi terjadii pemadamani listriki secarai bergiliri hampiri di seluruhi 

wilayahi Iindonesia. Alasani klasiki untuki masalahi inii adalahi kurangnyiai dayai energii 

listriki dalami Penerangani Jalani Umumi (PJU) yangi tersediai untuki memenuhii permintaani 

pelanggan, terutamai saat-saati bebani puncaki terjadi. Inii menunjukkani bahwai 

penyediaani tenagai listriki di Indonesiai masihi belumi cukup.7 Penerangani jalani umumi 

(PJU) inii merupakani sektori yangi berpotensii dani merupakani pemakaiani energii yangi 

cukupi besar untuki hajat keperluani masyarakat, sehinggai tidak herani dalam penggunaani 

penerangan jalani umum ini relatif boros. 

Makai darii itui perlunyai penerapani inovasi-inovasii terobosani barui untuki 

melakukani penghematani sumberi energii dalami penggunaani penerangani jalani umumi inii 

yangi mengefisiensii biayai perekonomiani negara.  

Fungsii darii Penerangani Jalani Umumi (PJU) sendirii ialahi untuki mengoptimalkani 

fasilitasi perlengkapani jalani di sore/malami harii berupai lampu, catui dayai sebagaii alati 

penerangani jalani gunai mewujudkani keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancarani 

lalu lintasi serta kemudahani bagi penggunai jalan dalam berlalu lintas.8 Lampui jalani 

adalahi objeki palingi umumi darii pemerintahi yangi mengkonsumsii banyaki energii kira-

kirai hampir 3,062i GWhi  tahuni di suatui negara. Dan ada juga jutaani lampu jalani yang 

jalannyai terang. Sebaliknya, biayai tinggii dan bahkani risiko tinggii harusi diterimai untuk 

bertindak. Proyeki Efisiensii Energii seperti cara palingi sederhana, menggantii lampui jalan 

dengani Watti ataui Lighti Emittingi Diodei (LED) yangi lebihi rendah. 9  

                                                           
7 Utis Sutisna,  Langkah-langkah efisiensi energi  listrik menujui kemandiriani energi,  Jurnali teknologi , 

Vol 2 No. 2 Tahun 2008, h.  1. 
8 Menuruti pertimbangani Peraturani  Menterii Perhubungani No PM 27 Tahuni 2018 tentangi Alati 

Penerangani Jalan. 
9 http://www.rasionalisasi-pju.com/  Diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 



Pemerintahi tidaki harusi mengambili risikoi dan menghabiskani banyaki modali 

dengani menerapkani Rasionalisasii Sistemi Penerangani Jalani Umumi (PJU). Isu-isui ini 

dapati dihindarii dengani menerapkani modeli bisnisi ESCOi (Energyi Servicei  Company) 

rasionalisasii Sistemi Penerangani Jalani Umumi (PJU). Sementarai itu, pihaki swastai hanya 

menerimai pembayarani darii tabungan, sehinggai pemerintahi tidaki perlui membayari jika 

pihaki swastai gagali mengurangii penggunaani energi. Pengertiani penghematani energii 

sendirii sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 1 angka 6 Peraturani  Menterii Energii dan 

Sumberi Dayai Minerali No. 14 Tahuni 2016 tentangi Penyelenggaraani Usahai Konservasii 

Energii adalahi “Pengurangani konsumsii energii untuki menghasilkani outputi yangi 

sama, dan/ataui peningkatani produktivitasi dengani konsumsii energii yangi sama”.  

Dalami hali ini  penghematan i energii memungkinkani untuki mendapatkani hasili yangi 

lebihi efisien karena dalami setiapi tahunnyai selalui kebutuhani dunia akani energi ini terusi 

bertambah. Makai darii itu munculahi regulasii Undang-Undangi  Nomori. 30i Tahuni 2007i 

tentangi Energi. Akani tetapi, dalam Undang-Undangi Nomor 30 Tahun 2007 tentangi 

Energii belumi mengaturi secara eksplisiti dalami bidangi efisiensi energi/ ESCOi (Energyi 

Servicei  Company). ESCOi (Energyi Servicei Company) “is a commercial i ori non-profiti 

business providingi a broadi rangei of energyi solutionsi includingi designsi and 

implementationi ofi energyi savingsi projects, retrofitting, energyi conservation, energyi 

infrastructurei outsourcing, poweri generationi and energy supply, and risk management” 

dan diterjemahkani sebagai berikut : ”ESCO adalahi bisnisi komersiali atau nirlabai yangi 

menyediakani berbagaii solusii energii termasuki desain dan implementasii proyeki 

penghematani energi, konservasi energi, infrastrukturi energi outsourcing, pembangkiti 

listriki dan pasokani energi, dan manajemeni resiko.10 

Di dalami kerjasamai efisiensi Penerangani Jalan Umum (PJU) dengani sistemi ESCO 

(Energy Service  Company), menyediakani modeli bisnisi untuki mencarii proyek ifisiensii 

energii dengani murahi dan bersih. Dengani menerapkani modeli bisnis ESCO (Energy 

Service Company), Pemerintahi  tidaki perlui bertindaki sebagaii modali dalami kenyataani 

bahwai pihaki swastai akan dibayari dari hasili rekeningi tabungani Penerangani Jalani Umum 

(PJU) itu sendiri. Konservasii Energii pada Proyeki Efisiensii Energii dalam Penerangani 

Jalani Umum (PJU) berdasarkani Kontrak Kinerjai Penghematani Energi (Energy Saving 

Performancei Contract/ ESPC) hanyai dilakukani oleh iPerusahaan Jasa iKonservasi 

                                                           
10 Apai itui iESCO? "Nationali Associationi ofi Energyi Servicei Providesi (NAESCO) 

http://www.naescio.org/whait-is-an-esco diaikses pada tanggal 10 oktober 2018 



Energii yangi berbentuki badani usahai dan berbadani hukumi di Indonesiai yang melakukani 

usahai dalami jasa tersebut.  

Kontraki Kinerjai Penghematani Energi (Energyi Saving Performancei Contract)  

yang selanjutnyai disebuti ESPC yangi termuati dalami Pasal 1 angkai 11 Peraturani Menterii 

Energii dan Sumberi Dayai Mineral No. 14 Tahuni 2016 adalah “Perjanjiani antarai 

Penggunai Jasai dan Perusahaani dimana pembayarani dalami perjanjiani tersebut 

dilakukani secarai berkalai berdasarkani kinerjai Penghematani Energi”. Yaitu, 

dimanai perusahaani mendapatkani surat  keterangani terdaftari yang telahi dimohonkani 

tersebuti disetujuii oleh Menteri.  

Menuruti pemerintahi hadirnyai berbasisi kinerjai ESCO (Energyi Servicei  Company) 

ini sangati berpengaruhi dan menguntungkani negara, dikarenakani adanya\i zeroi 

investmenti dimanai akani menanggulangii semuai resikoi kierugian, kegagalani teknis, dan 

menggunakani sumber daya pribadii korporasii sebelum ikerjasama  penghematani energii 

menghasilkani prestasi. Jika sistemi tersebut tidaki menghasilkani penghematan, maka 

ESCO (Energyi Service  Company)  lah yangi  akani menanggungi biayai kerugiani finansiali 

secarai pribadi.11  

Hadirnyai ESCO (Energyi Service  Company) dimanai pihaki yangi melakukain 

perjanjiani Kontraki Kinerjai Penghematani Energi (Energyi Savingi Performancei 

Contract/ ESPC) dalam contohi kasusi ini ialah CV. Harsarii Amt sebagaii pihaki swastai 

yangi terpilihi kerjasamai daerahi dalam melakukani pembangunan i rehabilitasii Penerangan 

Jalan Umum (PJU) atasi biayai mandirii dan telahi ada jaminani yangi dapat melakukani 

penghematani energii Penerangani Jalani Umum (PJU) dengani jumlahi yangi telah 

disepakatii bersama.12 CV. Harsarii Amti olehi Pemerintahi Daerahi Tulungagung yang 

memberikan haki untuk pengelolaani penerangani jalan umum iyang dapati memperolehi 

pengembaliani modal dengani keuntungani yang relatifi standarti dari penghematani energii 

Penerangani Jalani Umumi (PJU) yangi akani dicapaii untuki mengurangii bebani 

pemerintahani dalami menganggarkani biaya-biayai laini yangi tidaki terduga. 

                                                           
11 Rah/Xav , Hemat energi hasilkan prestasi dukung pemerintah ESCO perlu payung hukum,  Jawa Pos 

(online) <https://www.pressreader.com/indonesia/jawapos/20161027/281573765239774> diakses pada tanggal 

10 oktober 2018. 
12http://www.kjdlawfirm.com/sekilas-tentang-cv-harsari-amt-terkait-penghematan-energilistrik-

penerangan-jalan-umum-pju-melalui-kerjasama-pemerintah-daerah-dengan-swasta diakses pada tanggal 9 

oktober 2018 



Akani tetapii Pemerintahi Daerahi juga mengalamii berbagaii macami permasalahani 

atau kendalai dalam pengerjaani pengelolaani Penerangani Jalan Umum (PJU) mengenaii 

efisensii energii yang menerapkani ESCO (Energy Servicei Company)  antarai lain :13  

a. Terbatasnyai sumberi danai yangi didapati olehi pemerintah;  

b. Tidaki adai payungi hukumi mengenaii pengaturani ESCOi secarai khusus;  

c. Banyaknyai penggelapani danai olehi instansii pemerintahan;  

d. Seringi terjadii aksii  kejahatani sepertii mencurii peralatan/lampui Penerangani 

Jalani Umumi (PJU) olehi pihaki yangi tidaki bertanggungi jawabi karenai 

kurangnyai pengawasian;  

e. Pembiayaani infrastrukturi jugai membutuhkani biayai yangi sangati tinggii dan 

waktui yang cukupi lamai jika beradai dalam pelosok;  

f. Kesadarani masyarakati yangi rendahi dalami menjagai fasilitasi negarai untuk 

kepentingani umum;  

g. Bencanai alami jugai termasuki dalami kendalai di karenakani munculnyai tidaki 

dapati di prediksi;  

h. Kurangi tanggapnyai instansii pemerintahani jikai terjadii kerusakani dan 

menjadikani Penerangani Jalani Umum (PJU) tidaki dapati di gunakan;  

i. Kurangnyai pengawasani pemerintahi terhadapi instansinyai menjadikani proyeki 

Penerangani Jalani Umum ( PJU ) menjadii terbengkalai;  

Kasusi yangi ada diatasi bahwai pokoki  permasalahani awali yaitui perusahaani swastai 

CV. Harsarii Amti yangi mengurusi dalami iPenerangan Jalani Umumi (PJU) merasai dii 

rugikani olehi Pemerintahi daerahi Tulungagungi terdaftari dalami putusan Mahkamahi  

Agungi  No 1448k/pdt/2016 dalami  kasusi itu di jelaskani bahwai CV. Harsarii Amt telahi 

membereskani proyek Penerangani Jalan Umum (PJU) akani tetapii oleh pihaki Pemerintahi 

daerahi inii lalai dalami pembayarani sepertii pengundurani pembayarani yangi di jadwalkan 

setiapi bulan akani di bayar tetapii prosesi yang di alamii menjadii penunggakani 

pembayarani membuati perusahaani swasta merasai di rugikan.  

Makai dari itui sebagaii pihak swastai yaitu CV. Harsarii Amt yang  merasai dirugikani 

oleh Pemerintahi daerahi Tulungagungi telahi memberikani surati tegurani tertulisi berulang-

ulangi kalii kepadai Pemerintahi daerahi Tulungagungi dan melakukani pendekatani dalam 

rangkai untuk menyelesaikani secara musyawarahi atau kekeluargaan, namuni upayai 

                                                           
13 Wawancarai dengani Nuruli Anwar, Pengacarai CV. Harsari Amt, 9 Januari 2011 



tersebuti tidaki membuahkani hasili dan upayai terakhiri dari pihaki swasta CV. Harsarii 

AMT menurutnya sepantasnya kasus ini ditempuh dengan melalui proses hokum i di 

persidangan dengan menuntut Pemerintah daerah Tulungagungi atas dasari wanprestasi, 

karenai Pemerintahi daerahi Tulungagungi tidak iada itikadi baik untuki membayari biayai 

lanjutani yangi telahi disepakatii dalami isi kontraki atas berhasilnyai penghematani 

Penerangani Jalan Umum (PJU) di wilayahi Kabupateni Tulungagung.  

Kontraki dalami Pemerintahi disinii ialahi bertujuani untuki melindungii kepentingani 

iumum,kontraki inii tetapi sajai bersifati komersial. Artinyai parai pihaki baiki Pemerintahi 

sebagaii penggunai jasai dan swastai sebagaii penyediai jasai berorientasii padai manfaati darii 

dibuati ataui dilaksanakanyai kontrak. Bagiii penyediai jasai selakui mitra, jelasi yangi 

menjadii tujuani adalahi memperolehi keuntungan.14 Kontraki dengani Pemerintahi ini 

masuki dalami ranahi perbuatani hukumi privat  atau perorangan. Sekalipuni Pemerintah i 

sebagaii badani hukumi publiki tetapi sajai jikai membuati kontraki dengani pihaki swastai 

masuki dalami hukumi privati keperdataani dengani merujuki padai Pasali 1338i BWi yangi 

menganut  iasasi kebebasani berkontrak. 

Rumusan Masalah  

a. Konsepi kerjasamai Pemerintahi daerahi dengani pihaki swastai ESCOi (Energyi 

Servicei Company) dalami pengelolaani Penerangani Jalani Umumi (PJU)  

b. Penyelesaiani sengketai perjanjiani kerjasamai Pemerintahi daerahi dengani pihaki 

swastai dalami pengelolaani Penerangani Jalani Umumi (PJU). 

Metode Penelitian 

Jenis penelitiani inii adalahi penelitiani hukumi normatif. Penelitiani hukumi 

yangi positif, asas-asasi hukum, doktrin-doktrini hukum. Pendekatani Undang-

Undang dilakukani dengani menelahi semuai undang-undangi dani regulasii yang 

bersangkuti pauti dengani isui hukumi yangi ditangani. Hasili darii telaahi tersebuti 

merupakani suatiu argumeni untuki memecahkani isui hukumi yangi dihadapi.  

Pendekatani undang-undangi untuk imencarii dan mengetahuii ratioi legisi dani dasari 

ontologisi lahirnyai undang-undangi tersebut. Dengani mempelajarii ratio legisi dan 

dasari ontologisi suatui undang-undangi isehinggai mampui menangkapi kandungan i 

filosofisi yangi ada di dalami undang-undangi itu, dalami melakukani penelitiani pada 

                                                           
14 Lalu Hadi Adha, “Kontrak BOT sebagai perjanjian kebijakan (BELEIDOVEREENSKOMST)” Jurnal 

law reform,  Vol 2, No. 4, Tahun 2009,  h. 17. 



tingkati skripsii dapati menyimpulkani mengenaii ada tidaknyai benturani filosofisi 

antarai undang-undangi dengani isu iyang dihadapi.  

Kemudiani menggunakani Pendekatani Konseptuali (conseptual approach) 

yaitui menelaahi konsepi pemikirani yangi berkembangi di dalami doktrin-doktini 

disiplini ilmui hukum. Menuruti Peter Mahmudi Marzuki, dengani mempelajari i 

pandangan-pandangani dan doktrin-doktrini ilmu ihukum penelitii akani menemukani 

ide-idei yangi melahirkani pengertian-pengertiani hukum, konsep-konsepi hukumi 

dan asas-asasi hukumi yang relevani dengani isu yang diteliti.15 Dengani mempelajarii 

mengenaii konsepi hukum, penulisi akani lebihi mudahi membanguni argumentasii 

hukumi dan menariki kesimpulani yang tidak kelirui dalami penelitiani normatif. 

Tekniki Pengumpulani bahani hukumi dilakukani dengani pengumpulani bahan 

hukumi primeri dengani mencari, memahami, dan mendeskripsikani bahani hukum i 

primeri yangi berupai peraturani perundang-undangan, traktat, dan putusani 

pengadilani yangi telahi mempunyaii kekuatani hukumi tetap. Bahani hukumi sekunderi 

dilakukani dengani pengumpulani bahan-bahain kepustakaani digunakani sebagaii 

petunjuki untuki memahamii penyelesaiani masalahi hukumi dalami membangun i 

argumentasii hukum. selaini melakukani pengumpulani bahani hukumi dani bahani 

hukumi sekunder, penulisi jugai menggunakani bahan ihukum tersieri sebagaii bahani 

hukumi tambahani yangi dapati melakukani preskripsii interpretasii istilah-istilahii 

hukumi yangi dapati berupai kamus-kamus. Dengani dilakukani pengumpulani bahani 

hukumi ini akani dapati mempermudahi penulisi dalam imengambil kesimpulan 

Pembahasani 

Kerjasamai Pemerintahi Daerahi dan Pihaki Swastai Energy iService Companyi (ESiCO) 

Dalami Efisiensii Pengelolaani Penerangani Jalani Umum. 

Dalami suatui kontrak (perjanjian) menimbulkani hubungani hukumi perikatani dalami 

terbentuknyai haki dani kewajibani yangi merupakani akibati hukumi suatui perjanjian. Haki 

dan kewajibani tersebuti tidaki lain adalahi hubungani timbali baliik antarai parai pihaki yangi 

bersangkutani dalami pembuati kontraki (pierjanjian), kewajibani darii pihaki pertamai 

merupakani haki pihaki kedua, dan sebaliknyai kewajibani darii pihaki keduai merupakani 
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hak bagi pihak pertama, dengan katai lain yaitu akibati hukum ikontrak (perjanjian) 

sebenarnyai adalahi pelaksanaani darii isii kontraki (perjanjian) tersebut.16 

Hubungani hukumi kontraki pengadaani barangi dan jasai Pemerintahi daerahi adalahi 

hubungani hukumi perdatai yangi terbentuki dari suatui konsensusi yaitui lahiri dari kehendak i 

paraii pihak, bukani satui pihaki saja. Bersifati keperdataan, dimanai wakili darii pihak 

Pemerintah daerah berperan sebagaii privatei actori yang didasarkani pada kecakapan 

(beekwaamheid). Meskipuni Pemerintah daerahi sebagai hukumi publik namun tetap wajib 

memenuhii kewajibannyai sampaii dengan kerjasamai berakhiri walaupuni adai pergantian i 

jabatan Pemerintah daerah. 

Terhadapi badani hukumi privati berlakui aturani dalami peraturan perdata. Hubungani 

hukumi yangi dilakukani olehi badani hukumi privati dengani demikiani harusi tunduki dan 

dikuasaii oleh hukumi privat. Badani privat hanyai dapati melakukani hubungani hukumi 

yiangi sifatnya privati saja. Sebaliknyai badani publik adalah badani yang harusi tunduki pada 

aturani hukum publik. Namuni demikiani badan publiki dapat sajai melakukani perbuatan 

yang ranahnyai masuki dalami hukum privat.17 

Berdasarkani Pasal 1338 BW mengenaii akibati darii suatu perjanjiani yang 

menegaskani bahwa “Semua persetujuani yangi dibuat sesuaii dengani undangi undang 

berlakui sebagaii undang-undangi bagi merekai yang membuatnya. Persetujuani itu tidak 

dapati ditarik kembalii selain dengani kesepakatani kedua belah pihak, atau karenai alasan-

alasan yang ditentukani oleh undang-undang. Persetujuani harusi dilaksanakani dengan 

itikadi baik”. Dan dirangkumi dengan artian ”semua kontraki (perjanjian) yangi dibuat 

secarai sah berlakui sebagaii undang-undangi bagi merekai yang membuatnya”, Sehinggai 

Pemerintah daerahi dan badani usaha swastai harusi mematuhii kontraki (perjanjian) 

kerjasama efisiensii Penerangani Jalan Umum (PJU) yang telah ditandatanganii tersebut. 

Pemahamani mengenaii jenisi kontrak idalam pelaksanaani barang dan jasa perlui 

dilakukani untuki mengetahuii jenisi hubungani hukumi yangi mengikati parai pihaki dan 

aturani hukumi yang berlaku. Prinsipi kebebasan berkontrak memungkinkani Pemerintah 

secara leluasai mengatur standarisasii syarati dani ketentuani berlakui dalami hubungani itu. 

Tujuani darii standarisasiii inii yaitui menciptakanii efisiensii memudahkani kontroli terhadapi 
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praktiki pelaksanaani kontraki pengadaani barangi dan jasai olehi berbagaii lembagai 

pemerintahan.18 

Dalami konteksi kontraki pengadaani barangi dan jasa, standari padai dasarnya 

merupakani siuatu aturan, oleh karena iitu daya berlakui kontrak tersebut bersifati 

memaksa. Collinsi menyebutnyai sebagaii mandatoryi standards.19 Standarti inii dapati 

mencakupi elemeni ibaik yangi bersifati substansiali maupuni prosedural. Termasuki ke 

dalami kategorii standarisasiii adalahi aturani yangi menentukani keabsahani kontrak, syarait 

syarati yangi diwajibkani dan setiapi aturani yangi menentukani proseduri dalami pembuatani 

kontraki agari dapati berlakui (enforceable contracts). 20 

Dalami kaitannyai dengani aturani pengadaani barangi dani jasai olehi Pemerintahi di 

Indonesia, materii yang termuati menunjukkani segi-segii yang substansial khususnyai yang 

menyangkuti standar dalam pengaturani syarat dan ketentuani yang harus dituangkan 

dalam kontrak, yaitu dengani ditrbitkannyai Peraturan Kepalai LKPPi No. 6 Tahuni 2010i 

jo Peraturani Kepalai LKPPi No. 2 Tahun i2011 tentangi Standari Dokumeni Pengadaan, 

yangi didalamnyai memuati jugai mengenaii syaratsyarati umumi kontraki (SSUK) dan 

syarat-syarati khususi kontraki (SSKK).21 

Untuki meningkatani kualitasi publiki melaluii penyelenggaraani pemerintahi yang 

baiki dani bersih, perlui didukungi dengani pengolahani keuangani yangi efektif, efisien, 

transparani dani akuntabel. Peningkatkani efisiensii dan efektivitasi penggunaani keuangani 

negarai yangi dibelanjakani melaluii proses pengadaani barangi dan jasai Pemerintahi 

diperlukani upayaii menciptakani keterbukaan, transparansi, iakuntabilitas, sertai prinsipi 

persainigan/kompetensii yangi sehati dalam iprosesi Pengadaani barangi dani jasai 

Pemerintahi yangi dibiayaii APBN/APBD, sehinggai diperolehi barang/jasai yang 

terjangkauii dan berkualitasi serta dapati dipertanggungjawabkan baiki dari segi fisik, 

keuangan, serta manfaati bagii kelancarani tugas Pemerintahi dengan pelayanan 

masyarakat, sehubungan dengani hal tersebut, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah ini i dimaksudkani untuki memberikani 

pedoman pengaturani mengenaii tata cara Pengadaani barangi dan jasa yang sederhana, 

jelas, komprehensif, sesuaii dengan tata kelola yang baik.22 
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Dalam suatu proses pengadaani barangi dan jasa, penyediai jasa dalami hal ini iialah 

sebagaii badani usaha swastai yangi telah terpilihi dalam rasionalisasii penghematan 

rekeningi Penerangani Jalan Umum (PJU), bekerjai berdasarkani apa yang itelah disepakatii 

dengan pihaki penerimai jasai yaitui Pemerintahi Daerah dalam kontrak (perjanjian) yang 

tertuang. Makai masing-masingi pihak harus tunduki terhadapi hak-hak dan kewajibani apa 

saja yang merekai taatii dalam kontraki yang telah dibuati sebagai bentuki kepastian hukum. 

Terdapat beberapai ketentuani peraturani perundang-undangani yangi secarai khusus 

mengaturi tatai cara ataui proseduri tertentui yangi harusi ditempuhi dalami hali upayai 

perbuatani hukumi keperdataan yang dilakukani olehi Pemerintahi selakui badan atau 

Pejabati Tata Usaha Negara tidaki dapati begitui saja melakukani pembelanjaani dalami 

konteksi pengadaani barang/jasa bagii kebutuhani departemen/lembaga tanpai melaluii tata 

carai dan proseduri yang telahi ditetapkani apalagi pembelanjaani itu dilakukan idalam 

rangkai pelaksanaan APBN/APBD.23 

Dalam hal saati masing-masing tipei kerjai sama Pemerintahi daerah dan badan usaha 

swastai memiliki tingkati risikoi yang berbeda-bedai sesuaii dengan tingkati partisipasii dan 

imbali jasa yangi diberikan. Semakini berkurangnyai partisipasii Pemerintahi maka semakin 

besari potensii risikoi yangi ditransferi kepadai pihaki swasta, demikiani pulai sebaliknya. 

Contohnyai pada tipei operasii dan pemeliharaan, risikoi terbesari akan melibatkani 

pemerintah.24Sementarai dalam tipev konsesi, risikoi palingi besari akan ditanggungi olehi 

swastai dengani besarnyai investasii yangi harusi dikeluarkan. Namuni demikian, besarnyai 

risikoi yangi harusi ditanggungi akani diikuti dengani potensii penerimaani imbali jasai atasi 

investasi iyang diberikan.25 

Dengani kata lain, semakini besari investasii yangi diberikan iberpotensi 

menimbulkani risikoi yangi besar ibeserta dengani reward atas investasii tersebut. 

Hubungani searahi antarai risikoi dan rewardi akan cukupi menariki bagi sektori swastai 

khususnyai apabilai risikoi tersebuti masihi dapati diakomodasii melaluii rewardi yang 

                                                           
23 Philipus M Hadjon et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada 

University Press, Yogyakarta, 2008, hal 167. 
24 Bahtiar Rifai, Kendala Implementasi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) kelistrikan 

dan Kebutuhan Perbaikan Kebijakan, Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Jurnal Ekonomi dan 

Pembangunan Vol 24, No. 1, 2016, hal 56. https://media.neliti.com/media/publications/200960- 

kendala-implementasi-ppp-kelistrikan-dan.pdf. Diakses pada tanggal 17 Januari 2019. 
25 Ibid. 



diterima.26 Beberapai risikoi yang iberpotensi munculi dalami kerjasama Pemerintahi dan 

badani usaha swasta adalah :27 

a. Kontrak kerjai yangi panjangi dengani strukturi kesepakatani yang kurang ifleksibel; 

b. Potensii keterlambatani dan tingginyai biayai dalami pengadaan; 

c. Risikoi hilangnyai kontroli pengelolaani olehi pihaki pemerintah; 

d. Pihaki swastai relatifi berbiayai tinggii dalami pembiayaan; 

e. Relatif itidak mampui memenuhii transferi risikoi absolute. 

Kendalai yangi seringi dihadapii olehi Pemerintahi daerahi maupuni badani usahai 

swastai ialahi dalami perencanaan, maupuni dalami melaksanakani implementasii kerjasamai 

infrastrukturi terhadapi penyediaani Penerangani Jalani Umum (PJU). Kendalai tersebuti 

dapati terbagii dalam dua (2) kelompoki utamai yaitu, kendalai teknisi dani noni teknis. 

Kendala teknis :28 

1. Regulasi. 

Kerjasamai Pemerintahi dani badani usahai swastai tidaki hanyai diaturi melaluii 

Peraturani Presiden No. 38 Tahun 2015 tentangi Kerjasamai Pemerintahi dengan 

Badani Usahai dalami Penyediaani Infrastrukturi namuni juga diaturi dalami peraturan-

peraturani yangi lain, seperti : 

a. Peraturani Pemerintahi No. 50 tahuni 2007 tentangi tatai cara pelaksanaan 

kerjasamai daerah; 

b. Peraturani sektorali seperti Peraturani Kepala LKPP No. 19 tahun 2015 

tentang itata cara pelaksanaani pengadaani badani usaha dalam penyediaan i 

infrastruktur, dan peraturani daerah lainnya. 

Dalami keadaani peraturani yang terkaiti inii secarai tidaki langsungi menimbulkan 

multii tafsiri dan pemahamani yang berbedai darii masing - masingi peraturan 

tersebut. Selaini itu, peraturani mengenaii keberadaani kerjasama Energy Services 

Company (ESCO) terjadii kekosongani hukumi yang akan menyebabkani juga 

berpeluangi terjadinyai dualismei pelaksanaan proyek dalami satu kegiatan yang 

sama. 
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2. SDMi dii kelembagaani Pemerintahi yangi terbatas.  

Keterbatasani SDM di pemerintahani Pemahamani mengenaii Kerjasamai pemerintah 

dan badani usahai swastai masihi belumi terealisasii dengan baik, khususnyai dalam 

menginisasii sebuahi proyeki kegiatan, pelaksanaani mekanismei maupuni 

mendudukii perani darii masing-masingi kelembagaani pemerintahi dalam kerangkai 

pelaksanaani Kerjasamai pemerintahi dan badan usaha swasta. Misalnya i 

penyusunani dalam bentuk kerjasamai Energy Servicesi Company (ESCO) terhadap 

Penerangani Jalani Umum. 

3. Hubungani Pemerintahi Pusati dani Pemerintahi Daerah. 

Otonomii Daerahi telahi mendorongi adanyai pelimpahani beberapai kewenangan 

Pemerintahi Pusati kepadai Pemerintahi Daerahi termasuki dalami urusan 

pembangunani infrastruktur. Kebijakani Pemerintahi pusati dan Pemerintahi daerah 

yangi tidak samai yang kadangi menimbulkani pro kontrai dalam menyusuni sebuahi 

kebijakani peraturan, tetapii Pemerintahi pusattidaki dapati ikuti campuri terhadap 

urusani Pemerintahi daerahi dalam mengurusi daerahnyai sendiri. 

4. Birokrasi. 

a. Tidaki efektifnyai sistemi birokrasii dan koordinasii antari lembaga, baiki 

dalami ihali komunikasi, maupuni pengalaman; 

b. Skemai jabatani yangi tidaki terstrukturi dani penyiapani berkas-berkas 

dokumeni yangi kurang matang; 

c. Lemahnyai lembagai dii tingkati pemerintahi daerah, baiki secarai 

administratifi maupuni peraturani perundang-undangani terkait. Hal ini 

terjadii karenai pekerjaani proyeki yangi beradai ditingkati daerah umumnyai 

berskalai kecili dan didanaii oleh APBD, sehingga pengalamani mengenaii 

Kerjasamai Pemerintahi daerahi dan badani usahai swastai masihi terbatas; 

d. Sosialisasii terhadapi Kerjasamai Pemerintahi daerahi dan badan iusaha 

swastai belumi progresifi khususnyai dalami bentuki pelatihan, penelitiani 

dani penerapan dalam hal penyusunan i kebijakani kepada pemerintahi 

sehinggai dalam nyatanyai masih cukupi kesulitan 

 

 

 



Kendala non teknis :29 

1. Sumber pendanaan 

Beberapai proyeki yang idapat ditawarkani dengani model yang dikelolai badani usaha 

swastai sangati banyaki akani tetapi, Pemerintahi daerah iselalu menunggak i 

pembayarani yangi telahi dikerjakani olehi swastai melaluii dana APBD. Dampaknyai 

yaitui proyek-proyeki yangi masuki dalami skemai Kerjasamai Pemerintahi daerahi dan 

badan usahai swastai menjadii kurangi menariki lagi bagii pihak swasta karenai tidaki 

maui terjadii kerugiani karena, proyek-proyeki strategisi dan menariki telah dilakukani 

oleh pemerintahi akibati seringi terjadii terlambatnyai pembayaran. Menuruti saya 

sudahi selayaknyai proyek-proyeki tersebuti dikemas secarai baiki agar imenarik bagii 

pihaki swastai dalami menjalankani proyeki apalagii jika proyeki tersebuti telah 

menguntungkani pihaki Pemerintahi daerah, Konsekuensinyai adalahi hanya 

sebagian ikecil sajai yangi berminati melakukani proyek-proyeki dalam Kerjasama 

Pemerintahi daerahi dan badani usahai swasta. 

2. Politiki 

Politik idi Indonesiai ini sudahi mengalamii perubahani revolusi. Masyarakati tidaki 

lagii mudahi percayai padai institusi-institusii sepertii lembagai perwakilani 

khususnya, partai politik. Tidak heran banyak i sekalii oknumi darii partaii politiki 

yang banyaki sekalii membuati ulahi dengani cara korupsii uang negara. Apalagi i 

membuati undang-undangi pun butuhi dana yangi cukupi besar. 

3. Komitmeni dalami kontraki kerjasamai yangi lemahi  

Kerjai samai Pemerintahi dani badani usahai Swastai seringkalii berakhiri dii tengah 

jalani dikarenani lemahnyai komitmeni antar pihak. Salah satui wujudnyai adalah 

terdapati dalam kontraki mengenaii hak dan kewajibani yang dijunjungi tinggii oleh 

masing-masingi parai pihak iyang membuat. 

Penyelesaian sengketa atas wanprestasi Pemerintah daerah kepada swasta. 

Kerjasama antara Pemerintah daerah dan pihak swasta dapat diharapkan 

menciptakan ketertiban kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Ketertiban ini 

merupakani tujuani utamai dari hukum. Disampingi itu, ketertibani tujuani lainnyai ialakah i 

keadilan dan kepastiani hukum. Walaupuni demikiani dalam kerjasama Pemerintahi daerah 

dan pihaki swasta seringi terjadi perselisihan, sehinggai terdapati pihak yang merasa 

diperlakukani tidak adili dan tidak adanyai kepastiani hukumi dalam melaksanakani 

                                                           
29 Wawancarai dengani Nuruli Anwar, Pengacarai CV. Harsarii Amt, 9 Januari 2019. 



perjanjiani kerjasamai Pemerintah idaerah dan pihaki swasta, sehinggai perselisihani 

tersebuti dapati melahirkani sengketai yang dapati menghambati hubungani keduai belah 

pihaki yang melakukani kerjasama.30 

Dalami sebuahi perjanjiani atau ikontrak, hal yangi palingi tidaki diinginkani dari 

keduai belahi pihaki ialahi timbulnyai sengketai yangi terbenturi mengenai hak dan 

kewajibani parai pihak. Hak dan kewajibani tersebuti yangi salahi satunyai tidak 

melaksanakani atas prestasinya. Sengketai puni juga timbuli akibati dari iketidaklengkapnya 

suatu isi kontraki yang menimbulkani kerugiani materiili maupun inmateriili dari pihak 

yang merasa dirugikan.  

Aki Pemerintahi harus dilaksanakani atau dipenuhii isi kontrak. Inilahi tujuan 

daripadai kontraki pengadaani barangi Pemerintahi sesuaii dengani kehendaki yangi telah 

disetujuii oleh parai pihak. Pelaksanaani isi daripadai kontraki pengadaani barang 

pemerintahi bisa dilakukani sendirii oleh parai pihak, dilakukani dengani bantuani iorang 

lain, dan bisai jugai pemenuhani prestasii i kontraki pengadaani barangi dilakukani oleh pihaki 

ketigai untuki kepentingani dan atas nama debituri (Pemerintah). Artinyai kedua belah 

pihaki salingi melaksanakani kewajibannyai memenuhii isi kontrak, yang ukurannyai 

didasarkani pada prinsipi kepatutani atau itikadi baik. Artinya, penyediai barangi yaitu i 

pihaki swastai dan penggunai barangi yaitu pemerintahi telahi melaksanakani kewajibannyai 

menuruti yang sepatutnya, serasii dan selayaknya 

menuruti semestinyai sesuaii dengani ketentuani yang telah disetujuii bersama. 63bat 

hukumi dari pembentukani atasi suatu kontraki ialahi lahirnyai haki dani kewajibani darii 

masiing-masingi parai pihaki yangi membuati kontrak. Haki dan kewajibani tersebuti harus 

dihormatii sampaii berakhirnyai kontrak tersebut. Dengan demikiani para pihaki wajib 

melaksanakani prestasi-prestasii sebagaimanai yang tertuangi dalami isii kontraki dan 

sebagaii pemenuhani terhadapi hak dan kewajibani tersebut. Hak dan kewajibani haruslahi 

bersifati proporsionali dalami melakukani suatui bentuki pekerjaani yangi dilakukani 

sebagaimanai  mestinya. Parai pihaki tersebuti tidaki bolehi melanggarii dalami suatui 

kontrak. 

Prestasii adalahi sesuatui yangi wajibi dipenuhii olehi parai pihaki dalami suatui 

perikatan. Dalami Pasal 1234 BW menyebutkan “Perikatani ditujukani untuki memberikani 

sesuatu, untuki berbuati sesuatu, ataui untuki tidaki berbuati sesuatu.” sehinggai dengan i 
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debituri tidaki memenuhii kewajibannyai untuki membayari sejumlahi uangi tersebuti kepadai 

kredituri makai debituri telahi melakukani ingkari janji/wanprestasii dani perbuatani debituri 

tersebuti dii atasi telahi mengakibatkani pihaki kredituri menderitai kerugiani baiki materiili 

maupuni immateriiil karenai kredituri tidaki dapati menikmatii haknya. 

Sebagaimanai yangi telahi dijabarkani diatasi dalami Pasali 1234i BWi bahwai suatui 

perikatani ataui perjanjiani ataui kontraki harusi dilaksanakani dani ditepatii pelaksanaannya. 

Artinyai bahwai kontraki pengadaani barangi dani jasai olehi Pemerintahi harusi dilaksanakani 

ataui dipenuhii isii kontrak. Inilah itujuan daripadai kontraki pengadaani barang Pemerintahi 

sesuaii dengan kehendaki yang telah disetujuii oleh para pihak. Pelaksanaani isi daripada 

kontraki pengadaan barang pemerintahi bisa dilakukan sendirii oleh para pihak, dilakukani 

dengani bantuan orang lain, dan bisa juga pemenuhan prestasii kontrak pengadaani barang 

dilakukani oleh pihak ketigai untuk kepentingani dan atas namai debitur (Pemerintah). 

Artinyai kedua belah pihaki saling melaksanakani kewajibannyai memenuhii isi kontrak, 

yangi ukurannyai didasarkani pada prinsipi kepatutani atau itikadi baik. Artinya, penyediai 

barangi yaitui pihaki swastai dan penggunai barangi yaitu pemerintahi telahi melaksanakan 

kewajibannyai menuruti yang sepatutnya, serasi i dan selayaknyai menuruti semestinya 

sesuaii dengan ketentuani yang telah disetujui bersama.31 

Apabilai tindakani Pemerintahi daerahi yang telahi merugikani pihaki badani usaha 

swastai dalami suatui kontraki makai akani melahirkani jugai haki gugati pihaki yangi satui 

pada pihaki yangi lain. Dalami situasii inii dimana hubungani kontraktuali tanggungi gugat 

inii lahir manakalai satu pihak, dalami hali ini sebagai debitor (pemerintah) melalaikan i 

kewajibanyai (wanprestasi) kepadai kreditor (pihak swasta). 

Wanprestasii berartii tidaki melaksanakani ketentuani sebagaimanai dalam Pasal 1234 

BW M. Yahya Harahap memberikani pengertiani wanprestasii adalah “pelaksanaan 

kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.32 

Menuruti pengertiani tersebut, makai apabilai Pemerintahi daerahi disebuti beradai dalam 

kondisii wanprestasii melakukani pelaksanaani kontraki pengadaani barang dan jasa, 

Pemerintahi daerahi tersebut telah lalai/ingkar, sehinggai terlambatnyai pembayarani dari 

jadwali waktu yang ditentukani atau dalam melaksanakani prestasii yangi ditentukani dalam 

                                                           
31 Arni wirasih, Wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang pemerintah, Karya Ilmiah 

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, hal 17. 

(http://karyailmiah.narotama.ac.id/files/WANPRESTASI%20DALAM%20KONTRAK%20PENG 

ADAAN%20BARANG%20PEMERINTAH.pdf) diakses 24 Januari 2019. 
32 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hal. 60. 



kontraki pengadaani barang dan jasa Pemerintahi tidaki menuruti sepatutnyai atau 

selayaknya. 

Dalami Pasali 1238i BW ibahwa “Debituir dinyaitakan lalaii dengani surati perintahi 

ataui dengani sebuahi aktai sejenisi itui berdasarkani kekuatani darii perikatannyai sendiri, 

yaitui bilai perikatani inii mengakibatkani debituri harusi dianggapi lalaii dengani lewatnyai 

waktui yangi ditentukan”. Dengani merujuki padai Pasali tersebut, mengenaii bentuki 

pernyataani lalaii dapait berbentuki surati perintahi ataui aktai laini yangi sejenis, berdasarkan i 

kekuatani kontraki pengadaani barangi dan jasa pemerintahi itu sendiri. Tegurani harus 

dilakukani dengan membuat surati peringatan aitau “aanmaninig”, ataui biasai jugai disebuti 

dengani somasi. Somasii berartii peringatani agari debituri melaksanakani kewajibannyai 

sesuaii dengani teguran/pernyataani kelalaiani yangi telahi disampaikani kredituri 

kepadanya. 

Di Indonesiai sendirii tidak ada terdapati aturani yangi jelasi terkaiti dengani imunitasi 

ataui kekebalani Pemerintahi jikai digugati olehi penyediai barangi dani jasai yaitui pihaki 

swasta. Darii ketentuani yangi terdapati baiki dalami Hukumi Perdatai maupuni Hukumi 

Administrasii tidaki ada ketentuani yangi menyatakani bahwai pemerintahi tidaki dapat 

digugat. Padai dasarnyai Pemerintahi itui tidaki kebal, dengani demikianlahi Pemerintah 

tersebutii dapat digugat.33 

Bahkan dalami Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

telah jelas menyebutkan setiap perjanjian i investasi atau penanaman modal yang 

dilakukan antara Pemerintahi dengani pihaki swastai baiki dalami bentuki penanamani modali 

nasionali ataupuni asinig bilia terjadii perselisihani ataui sengketai dalami perjanjianyai 

pemerintahi dapati digugat. Jadii sangati jelasi bahwai pemerintahi mempunyaii komitmeni 

terhadapi parai investori baiki investori dalami negerii maupuni asing dalami hal menjalin 

perjanjiani kerjasamai dengan Pemerintah, apabilai terjadi perselisihani atau sengketa, 

Pemerintahi memberikani hak pada pihaki yangi merasai dirugikani untuk imenyelesaikanya 

melaluii jaluri litigasi maupuni non litigasii tergantungi kesepakatan para pihak. Jadi 

pemerintahi pada dasarnya melepaskani hak kekebalanya. Artinyai dengan demikian 

pemerintahi dapat digugat.34 

Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan i negara ini adalah 

sebagaii landasan hukumi dalam pengelolaani keuangani negara orientasii undang-undang 

                                                           
33 Y. Sogar Simamora, Op.Cit., hal. 74 
34 Lalu Hadi Adha, Op.Cit., hal. 20 



ini ialahi untuk melindungii keuangan negara dan perlindungani terhadap kemungkinani 

timbulnyai kerugian pada Keuangani Negara. Tidak sepertii yang diatur dalam ICW yang 

masihi memungkinkani dilakukani penyitaan terhadap aseti negara, sekalipuni dengani izin 

darii Mahkamahi Agungi dani Jaksai Agungi namuni dalami Undang-undang No 1 Tahun 

i2004 secarai mutlaki melarangi untuki melakukani penyitaani terhadapi aseti negara. Pasali 

50 Undang-undangi No 1 tahuni 2004 menentukani bahwai pihak manapuni dilarangi 

melakukani penyitaani terhadap : 

a. Uangi ataui surati berhargai miliki negara/daerahi baiki yangi beradai padai instansiii 

pemerintahi maupuni padai pihaki ketiga; 

b. Uangi harusi disetori iolehi pihaki ketigai kepadaii negarai ataui pemerintah; 

c. Barangi bergeraki miliki negara/daerahi baiki yangi beradai padai instansii Pemerintahi 

maupuni padai pihak ketiga; 

d. Barang itidak bergerak dan hak kebendaani lainyai miliki negarai atau daerah; 

e. Barangi miliik pihaki ketigai yangi dikuasaii olehi negara/daerahi yang idiperlukan 

untuki penyelengaraani tugasi pemerintah. 

Dalami faktanya praktek peranani pemerintahi ini seringi menimbulkani 

problematikai hukumi yangi cukupi rumit. Disatui sisii instrumeni hukumi perdatai ini 

penting artinyai bagi pemerintahi dalami menjalankani fungsii kontraki dengani mengaitkani 

pihaki swastai dalami pengerjaani pelayanani publiki namuni dii sisii laini dapati menimbulkani 

persoalani hukum. Karenai kedudukani pemerintahi sebagaii subjeki hukumi publiki dani 

subjeki hukumi iprivat suliti untuki ditentukan, terlebihi lagii dalami kontraki dengani polai 

sistemi kerjasamai Energyi Servicesi Companyi (ESiCO) inii tidaki terdapati pengaturani ataui 

regulasii yangi secarai khususi mengaturi tentangi kontraki Pemerintahi ini, baiki dalami hali 

keabsahannyai maupuni tanggungi gugatnya. Untuki itui diperlukani pemahamani berbagai i 

macami jenisi bidangi hukumi baiki dalami lingkupi hukumi privati maupuni publiki dalami 

melakukani pengkajiani terhadapi modeli kontraki ini. 

Karenai belumi adanya regulasii mengenaii bentuki kerjasamai Pemerintahi daerahi 

dani badani usahai swastai dengani polai sistem Energyi Servicesi Companyi (ESiCO) meskii 

belumi diaturi secarai khususi dalami pengaturani inii dii Indonesiai masihi tetapi sahi sajai bagi i 

parai pihaki yangi membuatnyai karenai telahi diaturi dalami Undang-undang No. 38 Tahuni 

2015i tentangi Kerjasamai Pemerintahi dani Badani Usahai dalami Penyediaani Infrastrukturi 

dan termuati dalam Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa “setiapi perjanjiani yangi dibuati secarai 

sahi berlakui sebagaii undang-undangi bagii parai pihaki yangi membuatnya”. Prinsipi yangi 

terdapati dalami pasali tersebuti berlakui secarai universal, dani jugai berlakui bagii kontraki 



pengadaani barangi dani jasai pemerintahi dengani sistemi kerjasamai Energyi Servicesi 

Companyi (EiSCO) tersebut. Artinyai kontraki yangi dibuati parai pihaki mempunyaii nilaii 

dani mempunyaii kekuatani hukumi yangi mengikati bagii parai pihaki yangi miembuatnya. 

Ini merupakan  i prinsipi konsensualismei yangi terdapati dalami kontrak. 

Dalami kontraki pemerintahi dengani polai sistemi kerjasamai Energyi Servicesi 

Companyi (ESCO) jikai Pemerintahi daerahi melakukani wanprestasii kepadai pihaki swasta, 

Pemerintahi daerahi tersebuti dapati digugati baiki melaluii jaluri litigasii maupuni noni litigasii  

tergantungi darii parai pihaki yangi dimuati dalami klausulai perjanjian. Namuni demikiani 

kontraki kerjasamai Energy Services Company (ESCO) yang didalamnyai Pemerintah 

daerahi sebagaii penerima jasa dalam melakukani hubungan kontraknyai merupakan 

kontraki privat, kedudukani kontraki Pemerintahi daerah yang istimewai sebagai penerima i 

jasa membawai implikasi adanya larangani sita terhadap negara. Dengani demikian 

Pemerintahi daerah tidak kebali dari gugatani pihak swasta apabila telah terbukti i 

melakukani wanprestasi, tetapi Pemerintahi daerahi jikai sebagaii tergugati imempunyai 

kedudukani istimewai karenai kepadanyai tidaki dapati dilakukani ekskusii riili padai fasei 

pelaksanaani putusan. Dalami situasii demikiani itikadi baiklahi yang diharapkani oleh pihak 

swastai darii aktor Pemerintahi daerahi yang bersangkutani dalami melakukani perjanjiani 

kerjasamai Energyi Servicesi Companyi (ESCO). 

 

KESIMPULAN 

1. Pemerintahi tidaki harusi mengambili risikoi dan menghabiskani banyaki modali 

dengani menerapkani Rasionalisasii Sistemi Penerangani Jalani Umum (PJU) dengani 

menerapkani modeli bisnisi ESCO (Energyi Services Company) Namuni jugai 

terdapati kendalai yangi seringi dihadapii olehi Pemerintahi maupuni badani usahai 

swastai ialahi dalami perencanaan, maupuni dalami iimplementasii kerjasamai 

infrastrukturi terhadapi penyediaani Penerangani Jalani Umumi (PJU). Kendalai 

tersebuti dapati terbagii dalami dua (2) kelompoki utamai yaitu, kendalai i teknisi sepertii 

: (regulasi, SDMi di kelembagaani Pemerintahi yangi terbatas, hubungani i Pemerintahi 

Pusati dan Pemerintahi Daeirah, biirokrasi) dani noni teknisi sepertii : (sumberi 

piendanaan, politik, dani komitmeni dalami kontraki kerjasamai yangi lemah). 

2. Karenai belumi adanyai regulasii  mengenaii bentuki kerjasamai Pemerintahi daerahi 

dani badani usahai swastai dengani polai sistemi Energyi Servicesi Company (ESCO) 

meskii belumi diaturi i secarai khususi dalami pengaturani ini di Indonesiai masihi tetap 

sahi saja bagii parai pihaki yang membuatnyai i karenai telahi diaturi dalami Pasal 1338 



ayat (1) KUH Perdatai bahwa “setiapi perjanjiani yangi dibuati i secarai sahi berlakui 

sebagaii undang-undangi i bagii parai i pihaki yangi membuatnya”. Prinsipi yangi 

terdapati dalami pasali tersebuti berlakui secarai universal, dan juga berlakui bagii 

kontrak  i pengadaani barangi dan jasai pemerintahi dengani sistemi kerjasamai Energyi 

Servicesi Companyi (ESCO) tersebut.  


